BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1 Pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-
UPL telah dilakukan sesuai dengan Pelaksanaan Penerbitan
Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang yaitu sesuai dengan
Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012,
namun belum efektif karena adanya kendala dari faktor penegak
hukum dan faktor masyarakatnya (pemilik usaha dan/ atau
kegiatan).

2 Hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan
Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan rekomendasi
Dokumen UKL-UPL yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang yaitu, wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang yang sangat luas, sosialisasi yang belum
optimal, jumlah sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang yang terbatas khususnya dalam bidang yang
menangani UKL-UPL, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
Dokumen UKL-UPL, kesadaran masyarakat yang masih kurang

akan pentingnya lingkungan, lamanya waktu perbaikan atau
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penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas
waktu yang telah di tentukan sehingga proses penerbitan dokumen
UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat.
Upaya yang dilakukan Badan lingkungan Hidup Kabupaten
Malang terkait dengan hambatan yang ada yaitu dengan cara
mengoptimalkan ~ Sumber Daya Manusia yang  ada,
mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi dengan instansi
yang terkait dengan dokumen UKL-UPL vyang dibuat oleh
pemrakarsa, melakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta

seminar.

Untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang maka diperlukannya
penambahan sumber daya manusia khususnya dalam Bidang
Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, melengkapi fasilitas
guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, mengadakan sosialisasi,
seminar, dan pelatihan secara berkala agar masyarakat mengerti
dan paham tentang dokumen UKL-UPL.
Untuk Pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori wajib
UKL-UPL

Bagi pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori

wajib UKL-UPL namun belum memiliki dokumen UKL-UPL
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diharapkan segera mengurus dokumen UKL-UPL yang digunakan
sebagai instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup.
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